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ABSTRACT 
 
Potential for aquaculture has the opportunity to develop the fisheries sector is one of the 
leading Kapuas Hulu district and the production of freshwater fish and ornamental fish like 
arowana fish, in promoting regional economic growth and demand market wide open. The 
existence of regional autonomy causes a paradigm shift from a centralized system of 
government patterned lead to a decentralized system of government patterned, which gives 
authority to the regions in creating a vast autonomous region and is responsible to regulate 
and manage the interests of local communities in accordance with the conditions and 
potential of the region. Granting broad autonomy to the regions directed to accelerate the 
realization of people's welfare through service improvement, empowerment and community 
participation. Control of fishing effort through licensing aquaculture business, is one 
instrument for conserving resources, ensure business certainty, and provide income for the 
area. This research used juridical empirical legal research done on the issue of granting 
licenses arowana fish farmers in Kapuas Hulu, which aims to determine the obstacles faced 
in the licensing and supervision of arowana fish breeding in Kapuas Hulu. Sees the 
conditions that the culture of the people who are less aware of and comply with the law. 
Where, despite the existing obligations and administrative penalties awarded, fish farmers 
arowana still paperwork permission if there is an urgent need, then the lack of access to 
information on various laws and regulations relating to the conduct of the business of 
licensing the cultivation of fish, especially regarding the administrative sanctions and 
procedures permits related to the sanctions provided for in the Ministerial Decree No. 447 / 
kpts-II / 2003 on Administrative Harvest or Capture and Distribution of wild plants and 
animals and decree No. 8 of 2006 on Business permit Fishing in Kapuas Hulu does not 
provide a deterrent effect ( fear) society, consequently people seemed relaxed despite the 
sanctions and liabilities contained in these regulations yet the implementation of sanctions, 
so the people fish farmers arowana've done and apply for permits captivity, but the business 
license fishery had to be rolled back, but will not do, because of laziness, on the one hand to 
know the rules and sanctions, but on the other hand no firmness of agency authority in 
overseeing. 
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ABSTRAK 
Potensi perikanan budidaya mempunyai peluang untuk dikembangkan sektor 
perikanan merupakan salah satu unggulan kabupaten kapuas Hulu dan produksi 
ikan air tawar serta ikan hias seperti ikan arwana, dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi daerah dan permintaan pasar terbuka luas. Adanya otonomi daerah 
menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang 
bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang bercorak 
desentralistik, yakni memberikan kewenangan kepada daerah dalam mewujudkan 
daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. 
Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pengendalian usaha perikanan melalui 
Perizinan usaha perikanan budidaya, merupakan salah satu instrumen untuk 
menjaga kelestarian sumberdaya, menjamin kepastian usaha,dan memberikan 
pendapatan bagi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
yuridis empirik dilakukan pada persoalan pemberian perizinan pembudidaya ikan 
arwana di Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertujuan untuk mengetahui hambatan 
yang dihadapi dalam perizinan dan pengawasan terhadap pembudidayaan ikan 
arwana di Kabupaten Kapuas Hulu. Melihat kondisi yang ada bahwa budaya 
masyarakat yang kurang sadar dan patuh terhadap hukum. Dimana, walaupun 
sudah ada kewajiban dan sanksi administrasi yang diberikan, pembudidaya ikan 
arwana tetap saja mengurus dokumen izin jika ada keperluan yang mendesak, 
selanjutnya kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perizinan 
pembudidayaan ikan khususnya mengenai sanksi administrasi dan prosedur izin 
terkait dengan sanksi yang diatur didalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
447/kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan 
Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006 
Tentang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak memberikan efek 
jera (rasa takut) masyarakat, akibatnya masyarakat terkesan santai walaupun ada 
sanksi dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan tersebut. Belum 
dilaksanakannya sanksi, sehingga bagi masyarakat pembudidaya ikan arwana yang 
sudah melakukan dan mendaftarkan izin penangkaran namun izin usaha 
perikanannya sudah harus diperpanjang kembali, akan tetapi tidak dilakukan, karena 
rasa malas, disatu sisi tahu akan peraturan dan sanksi, namun disisi lain tidak ada 
ketegasan dari instansi wewenang dalam mengawasi. 
Kata Kunci : Perizinan, Pengawasan. 
 
 
 
Latar Belakang Masalah 
Indonesia sangatlah kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk 
keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Sumber daya alam yang tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia tersebut disadari suatu ketika akan habis dan punah jika 
pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan berkelanjutan. Dalam rangka 
melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan secara 
berkelanjutan dimana generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi sumber 
daya alam yang masih baik, maka pengelolaan sumber daya alam ditujukan pada dua (2) 
hal yaitu pertama, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dan kedua, perlindungan 
atau konservasi. Indonesia merupakan negara yang dianugerahi berbagai sumber daya  
alam hayati yang tidak banyak dimiliki oleh negara – negara lain di dunia. Hal ini merupakan 
sesuatu yang harus disyukuri, dijaga kesinambungan dan kelestariannya karena merupakan 
salah satu faktor penting dalam rangka menunjang pembangunan bangsa dan 
kelangsungan serta kesejahteraan hidup manusia. 
Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan laut, perairan 
umum serta pengembangan budidaya perikanan. Tingkat keberhasilan penanganannya 
akan sangat tergantung pada manajemen kelautan daerah yang didukung oleh penerapan 
asas-asas good goverment  di daerah. Disamping itu kerjasama antar pemerintah daerah, 
swasta dan masyarakat nelayan juga diperlukan untuk mencegah pemanfaatan sumberdaya 
perikanan secara berlebihan.Perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting 
bagi hajat hidup masyarakat dan dapat menjadi penggerak utama (prime mover) 
perekonomian nasional. Hal tersebut didasarkan pada kondisi Indonesia yang memiliki 
sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas, serta 
industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri-industri lainnya. 
Selain itu industri perikanan berbasis pada sumberdaya lokal atau dikenal dengan istilah 
resources-based industries dan memiliki keunggulan yang tinggi di sektor perikanan 
sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya ikannya. Dengan potensi tersebut 
sumber daya perikanan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi sektor 
unggulan. Dengan semakin terbukanya pasar pada masing-masing negara menjadi 
tantangan bagi pembangunan perikanan nasional, beberapa permasalahan yang sering 
dihadapi antara lain biaya produksi yang tinggi, lemahnya permodalan, kurangnya 
kemampuan pembudidayaan ikan dalam pengelolaan benih, pakan, penyakit, perlindungan 
lingkungan budidaya dan penanganan pascapanen. Apabila permasalahan-permasalahan 
tersebut tidak ditanggulangi secara tepat, maka bisa menjadi faktor penghambat dalam 
peningkatan daya saing sektor perikanan di masa yang akan datang.  
Potensi perikanan budidaya mempunyai peluang untuk dikembangkan sektor perikanan 
merupakan salah satu unggulan kabupaten kapuas Hulu dan produksi ikan air tawar serta 
ikan hias seperti ikan arwana, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan 
permintaan pasar terbuka luas. Adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya 
pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah 
kepada sistem pemerintahan yang bercorak desentralistik, yakni memberikan kewenangan 
kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan 
potensi wilayahnya. “Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat.”
1
 
Pengendalian usaha perikanan melalui Perizinan usaha perikanan budidaya, merupakan 
salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian sumberdaya, menjamin kepastian 
usaha,dan memberikan pendapatan bagi daerah. Dalam rangka mendorong minat investor 
maupun calon investor untuk menanamkan modalnya disektor perikanan maka dipandang 
perlu untuk  memberikan kemudahan dalam proses pemberian perizinan usaha bagi 
perusahaan pembudidayaan ikan yang meliputi pemberian izin untuk surat izin usaha 
perikanan (SIUP) dan surat izin tempat usaha (SITU). Diharapkan dengan adanya kepastian 
hukum dalam berusaha, maka pertumbuhan dibidang usaha sub sektor perikanan budidaya 
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dapat dipacu untuk mendukung dan meningkatkan devisa negara serta pendapatan untuk 
daerah, membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Adanya tumpang tindih kewenangan antara 
pemerintah daerah dan balai konservasi sumberdaya alam tentang perizinan membuat 
masyarakat yang membudidaya ikan arwana untuk penangkaran ikan arwana merasa 
bingung tentang syarat perizinan budidaya baik itu izin usaha perdagangan perikanan 
maupun izin usaha penangkaran arwana. Dengan berbelit-belit seperti itu terkesan 
menyulitkan pihak pembudidaya ikan arwana.  
  Melihat kenyataan yang ada, masih banyak sekali penangkar dan 
pembudidaya ikan arwana dikabupaten kapuas hulu tidak melakukan pendaftaran untuk izin 
penangkaran, terkesan ilegal namun seperti itulah kenyataannya, karena kurangnya 
ketegasan dari pihak wewenang dalam mengelola dan mengawasi, pihak berwenang seperti 
Balai Konservasi Sumberdaya Alam  Seksi Konservasi Wilayah II hanya mengarahkan 
kepada masyarakat pembudidaya, untuk melakukan pendaftaran tanpa memaksa seperti 
yang tertera dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003, Tentang Tata 
Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, intinya 
tergantung kesadaran masyarakat. Tanpa memikirkan bahwa ada sanksi administrasi 
apabila diketahui pengambilan, penangkapan dan penangkarannya tanpa izin alias ilegal, 
sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Perikanan merupakan 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. 
Mengingat sangat kompleksnya permasalahan usaha perikanan maka jalan terbaik yang 
ditempuh adalah melalui pengaturan perikanan secara utuh lengkap dan terarah upaya bisa 
memberikan dampak yang positif terhadap kesinambungan izin usaha perikanan.  
  Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 
dalam perizinan dan pengawasan terhadap pembudidayaan ikan arwana di kabupaten 
tersebut adalah kebingungan akan adanya peraturan lain dari instansi wewenang yang 
merasa mempunyai kuasa atas penangkaran ikan arwana, bahkan di pertengahan tahun 
2014 sudah ada pegawai yang sudah ditugaskan langsung ke unit pelaksana teknis daerah 
untuk secara langsung mengawasi kondisi perikanan didaerah tersebut, karena sebelumnya 
sebagai perpanjang tangan Pemerintah Daerah hanya melalui Camat, jadi proposal bantuan 
benih ikan arwana dan lainnya terlebih dahulu melalui kecamatan, namun dengan 
pengawasan langsung seperti itu juga tidak mengalihkan kesadaran masyarakat 
pembudidaya ikan arwana untuk melapor dan mendaftar izin budidaya, melihat 
ketidakpedulian masyarakat seperti itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan pun 
tidak terlalu menekankan pentingnya izin tersebut, hanya kembali pada kesadaran 
masyarakat saja. 
  Upaya yang dilakukan dalam memperbaiki mekanisme perizinan dan 
mengefektifkan peranan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap 
pembudidayaan ikan arwana di kabupaten kapuas hulu, Perizinan usaha perikanan ini 
penting merupakan salah satu instrumen hukum yang dijadikan dasar dan digunakan dalam 
menjalankan tugas dan kewenangan pemerintah/pemerintah daerah dan mempunyai arti 
penting bagi pelaku kegiatan dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah 
maupun dengan pihak lain, selanjutnya untuk masalah izin budidaya ikan arwana ini akan 
Pemerintah Daerah pelajari lebih lanjut supaya tidak adanya tumpang tindih dan 
kebingungan lagi, setelah mendapat kepastian wewenang selanjutnya Pemerintah Daerah 
akan lebih gesit dan tegas dalam membackup sampai mengawasai peraturan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah, apabila masyarakat tetap mendaftarkan izin ke Dinas 
Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi keuntungan sendiri bagi masyarakat, sebab 
Pemerintah Daerah bisa menjadi sarana informasi bagi para pengoleksi ikan arwana dan 
Pemerintah Daerah bisa mempromosikan ikan masyarakat yang sudah mendaftar izin dan 
melapor, Pemerintah Daerah juga sebagai pelayan publik disini berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang profesional kepada masyarakat agar masyarakat puas terhadap pelayanan 
Pemerintah Daerah, tetapi tidak ada kepuasan apabila masyarakat itu tidak turut 
berpartisipasi mendukung penyelenggaraan perizinan budidaya ikan arwana. 
Perumusan Masalah 
 Berpedoman pada latar belakang masalah diatas, supaya lebih mudah dan terarah 
maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam perizinan dan pengawasan terhadap 
pembudidayaan ikan arwana di Kabupaten Kapuas Hulu? 
Pembahasan  
“Dalam suatu negara berdasar atas hukum yang modern, fungsi perundang-undangan 
hanya memberi bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam 
masyarakat, peraturan perundang-undangan bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara 
dibidang pengaturan tetapi peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrume 
ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-
cita yang diharapkan.”
2
 Dalam hal ini, bahayanya adalah bahwa terdapat pertentangan 
antara berbagai peraturan tersebut. Dalam penggunaan wewenang, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu harus mempertimbangkan kepentingan yang terkait dan ditetapkan 
ole peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan tentang tujuan itu tidak ada, maka akan 
lahirlah suatu keadaan bahwa berdasarkan peraturan tertenntu sebuah tingkah laku harus 
disetujui, sedangkan berdasarkan peraturan lain, juga harus dipatuhi. Dalam kondisi seperti 
ini pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan yang lain, maka asas 
legalitas menjadi kurang bernilai, karena pemerintah daerah minim tindakan sehingga 
terlihat ketimpangan wewenang serta ketidakpedulian masyarakat akan disiplin izin. 
 Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang 
pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai 
sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah 
pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan 
pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau 
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Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemeritahan Negara di 
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perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.”3 “Efektivitas hukum dalam tindakan 
atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah 
hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan 
tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan 
yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.”
4
 Salah satu upaya yang biasanya dilakukan 
agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-
sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang 
maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan 
tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus 
dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. 
Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat 
dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap 
merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk 
memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku 
nyata. 
 Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara 
langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. 
Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, 
sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik efektivitas hukum 
merupakan bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum 
sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu di terapkan dan 
dipatuhi.”Untuk mengetahui apakah hukum itu benar-benar diterapkan atau dipatuhi oleh 
masyarakat maka harus dipenuhi beberapa faktor yaitu : 
Faktor hukumnya sendiri; 
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Faktor penegak hukum; 
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
Faktor masyarakat itu sendri; 
Faktor kebudayaan.”
5
   
Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan 
hukum itu, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum. Jadi apabila semua faktor itu 
telah terpenuhi barulah keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya. Karena 
seperti diketahui bahwa keadilan adalah tujuan utama dari penerapan hukum. Berarti 
dengan adanya keadilan hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah 
efektivitas hukum itu terwujud. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap 
tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode 
deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang 
memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang 
digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang 
diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.  
Pengawasan sebagai suatu kegiatan merupakan pengamatan dan pengumpulan data, fakta 
dan informasi tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu 
pengendalian pengawasan merupakan pencegahan awal, dapat melalui proses perizinan, 
verifikasi/pemeriksaan, pengaturan larangan-larangan dan sosialisasi. Pengawasan sebagai 
suatu tindakan merupakan penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran dengan 
maksud menimbulkan efek jera menciptakan kehendak mentaati peraturan. Pengawasan 
pemanfaatan sumber daya ikan terdiri dari pengawasan dibidang penangkapan, 
pembudidayaan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Masalah Pengawasan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan 
dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai komponen dilibatkan 
diantaranya adalah pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan 
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organisasi non pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang 
diselenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai 
komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Peranan pemerintah terhadap 
pemahaman dari suatu upaya untuk memberikan suatu pengelolaan lingkungan yang 
berwawasan lingkungan. Terdapat berbagai cara yang digunakan dalam meningkatkan 
pengelolaan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 
Sebagian besar mempunyai pendekatan berdasarkan masalah-masalah tertentu seperti 
masalah pencemaran udara, pencemaran air, sampah dan sebagainya. Namun terdapat 
juga pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh melalui ekonomi dan juga sumber ekologi. 
Pemahaman terhadap ekosistem sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan 
hidup karena pertimbangan sosial sangat erat kaitannya dengan proses politik dan 
pengambilan keputusan dalam pengembangan pengethauam lingkungan hidup. 
Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya 
yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja 
tertentu. 
Tarik ulur kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik level 
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota akan selalu menjadi permasalahan 
yang aktual untuk diperbincangkan. Dinamika perkembangan masyarakat baik pada tataran 
global maupun pada tataran lokal senantiasa mempengaruhi tarik ulur tersebut. Dengan 
demikian tidak akan ada final didalam permasalahan yang berhubungan dengan kekuasaan 
pemerintah dan kewenangan dari masing-masing mekanisme, kalau saja keduanya 
diletakkan besebrangan. Pengawasan menjadi bagian penting dari kinerja administrasi dan 
birokrasi yang tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan sistem pengelolaan administrasi 
pemerintahan di daerah. Dengan pengawasan yang baik dalam arti tidak semata-mata 
hanya didasarkan pada aturan yang jelas, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten oleh 
tenaga yang profesional dan kompeten, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah akan 
dapat berjalan lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tentang pengawasan 
hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah pada dasaranya bahwa 
pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 
yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang 
semestinya atau tidak. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan 
secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan 
peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan dibidang perikanan secara berdaya guna 
dan hasil guna. Selain itu pelaksanaann hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting 
dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan 
sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat 
berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu 
kondisi yang mutlak diperlukan. 
Dalam pengelolaan seperti ini, pemerintah bertindak sebagai pelaksana mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Sedangkan kelompok masyarakat 
pengguna hanya menerima informasi tentang produk-produk kebijakan dari pemerintah. 
“Pengelolaan perikanan seperti ini mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah : 
Aturan-aturan yang dibuat menjadi kurang terinternalisasi didalam masyarakat, sehingga 
menjadi sulit untuk ditegakan; 
Biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan dan pengawasan adalah sangat 
besar, sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum. ”
6
  
Latar belakang pengawasan sumberdaya perikanan adalah penurunan stock sumberdaya 
perikanan global serta menindaklanjuti proses pemberian perizinan terhadap pembudidaya 
sumber daya ikan arwana di kabupaten kapuas hulu. Pengawasan sumberdaya perikanan 
adalah pengawasan prosperity (kesejahteraan), bukan pengawasan security (keamanan). 
Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan kegiatan operasional untuk pengelolaan 
sumberdaya perikanan yang berhasil agar sumberdaya perikanan tidak rusak karena 
pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berlebihan (overfishing) atau IUU fishing. 
                                                          
6
Dahuri R, Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan , Lembaga 
Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia.Jakarta. 2002, hal. 136 
 
Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan pengawasan prosperity yang tidak sama 
seperti kepolisian atau militer dengan hanya pendekatan penegakan hukum (surveillance). 
Tetapi komprehensif dan terintegrasi dengan sistem Monitoring, Controlling, and 
Surveillance (MCS).”
7
 Monitoring atau pengawasan sebagaimana disampaikan Dunn, 
merupakan prosedur analitik kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi 
mengenai sebab dan akibat dari kebijakan publik, monitoring memudahkan para analis 
untuk dapat menjelaskan hubungan antara pelaksana program kebijakan dengan hasilnya. 
Begitu juga dijelaskan bahwa monitoring memiliki sedikitnya 4 (empat) fungsi utama yaitu : 
penjelasan ( explanation), pemeriksaan ( auditing), kepatuhan ( compliance), akuntansi 
(accountiing).”
8
. Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau 
mengawasi prilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak 
sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah. Jika kebijakan tidak dapat 
dipenuhi, jika orang  tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak 
memakai cara yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara 
eksterm hasilnya 0 (nol). Pengelolaan sumber daya ikan antara lain dengan pembibitan atau 
pembudidayaan ikan arwana merupakan keterpaduan program pemerintah dan partisipasi 
masyarakat. Salah  satu faktor penting yang mempengaruhi efektifitas keberhasilan 
kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian perizinan terhadap 
pembudidaya sumber daya ikan arwana yang diwujudkan dalam pembudidayaan ikan 
arwana  adalah partisipasi masyarakat  seperti melaksanakan proses perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembudidayaan ini. ikutsertaan masyarakat tersebut lebih 
ditekankan agar masyarakat yang berbatasan langsung atau berada diwilayah tersebut 
memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Pengawasan dilaksanakan sebagai suatu 
preventiv, atau juga untuk memperbaikinya apabila terjadi kekeliruan, sebagai tindakan 
represif. Pengawasan merupakan tindakan yang dimaksud untuk mencegah kemungkinan 
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terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan sebagaimana dasar-dasarnya diatur dalam 
konstitusi dan jabarannya diatur dalam Undang-undang. 
“Kendala Dinas Perikanan dalam memberikan izin budidaya ikan arwana dan 
mengefektifkan pengawasan terhadap pembudidaya ikan arwana di Kabupaten Kapuas 
Hulu adalah kebingungan akan adanya peraturan lain dari instansi wewenang yang merasa 
mempunyai kuasa atas penangkaran ikan arwana, bahkan di pertengahan tahun 2014 
sudah ada pegawai kami yang sudah ditugaskan langsung ke unit pelaksana teknis daerah 
untuk secara langsung mengawasi kondisi perikanan didaerah tersebut, karena sebelumnya 
sebagai perpanjang tangan Pemerintah Daerah hanya melalui camat, jadi proposal bantuan 
benih ikan arwana dan lainnya terlebih dahulu melalui kecamatan, namun dengan 
pengawasan langsung seperti itu juga tidak mengalihkan kesadaran masyarakat 
pembudidaya ikan arwana untuk melapor dan pendaftaran izin budidaya, melihat 
ketidakpedulian masyarakat seperti itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan pun 
tidak terlalu menekankan pentingnya izin tersebut, hanya kembali pada kesadaran 
masyarakat saja”
9
.“Penangkaran ikan arwana merupakan mata pencaharian kami yang 
kedua sebelumnya kami memulai usaha dengan kios BBM, selanjutnya dari rezeki di ikan 
arwana kami bisa mendapatkan keuntungan besar sehingga sekarang bisa memulai usaha 
sarang walet, usaha budidaya ikan arwana tersebut kami lakukan dari tahun 2004, namun 
tahun 2010 kami baru mendaftarkan izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA)Seksi Konservasi Wilayah II. Hal ini karena ketidaktahuan kami akan proses format 
dan kewenangan siapa untuk izin budidaya tersebut, karena kami sudah melaporkan izin 
tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Konservasi Wilayah II, 
maka kami tidak mendaftarkan izin lagi ke Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 
sebagaimana dalam sosialisasi Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA)Seksi Konservasi Wilayah II ke daerah kami, mengatakan izin penangkaran ikan 
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arwana merupakan kewenangan BKSDA karena masuk CITES 1, disatu sisi kami bingung 
karena mendengar juga ada peraturan dari Dinas Perikanan untuk melaporkan izin usaha 
perikanan budidaya ikan arwana kepada instansi tersebut. Karena usaha budidaya ikan 
arwana yang terpenting kelegalan ikan tersebut dan diakui, dari BKSDA kami mendapatkan 
cif micr dan keabsahan sertifikat ikan arwana, kami rasa cukup”
10
. 
Itu artinya, bahwa adanya sanksi administrasi dirasa belum bisa memberikan pengaruh yang 
cukup besar terhadap kedisiplinan masyarakat pembudidaya ikan arwana Kabupaten 
Kapuas Hulu. Mengapa demikian? Menurut analisa penulis hal ini dikarenakan : 
Budaya masyarakat yang kurang sadar dan patuh terhadap hukum. Dimana, walaupun 
sudah ada kewajiban dan sanksi administrasi yang diberikan, mereka tetap saja mengurus 
dokumen izin jika ada keperluan yang mendesak; 
Kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perizinan pembudidayaan ikan khususnya 
mengenai sanksi administrasi dan prosedur izin; 
Terkait dengan sanksi yang diatur didalam Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor 447/kpts-
II/2003 dan peraturan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu 
tidak memberikan efek jera (rasa takut) masyarakat. Akibatnya masyarakat terkesan santai 
walaupun ada sanksi dan kewajiban yang terdapt dalam peraturan tersebut; 
Belum dilaksanakannya sanksi, sehingga bagi masyarakat pembudidaya ikan arwana yang 
sudah melakukan dan mendaftarkan izin penangkaran namun izin usaha perikanannya 
sudah harus diperpanjang kembali, akan tetapi tidak dilakukan, karena rasa malas, disatu 
sisi tahu akan peraturan dan sanksi, namun disisi lain tidak ada ketegasan dari instansi 
wewenang dalam mengawasi. 
Oleh sebab itu, diperlukan suatu penegakan hukum didalam masyarakat, yang mana pada 
hakekatnya penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik-praktik 
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sebagaimana seharusnya patut ditaati. “Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan menyatakan 
bahwa : “Sarana penegakan hukum administrasi berisi pengawasan bahwa organ 
pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-undang yang 
ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban 
kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi kepada pemerintahan.”
11
 “Hal tersebut 
tampaknya senada dengan apa yang diutarakan oleh Ten Berge, seperti yang dikutip oleh 
Philipus M. Hadjon bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan 
dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 
kepatuhan sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan 
kepatuhan.”
12
.Telah disebutkan diatas bahwa disamping pengawasan, sarana penegakan 
hukum administrasi adalah penerapan sanksi. Sanksi merupakan hal yang penting dalam 
setiap peraturan perundang-undangan. “Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ten Berge 
bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Karena menurut Philipus 
M. Hadjon bahwa pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban 
dan larangan-larangan bagi warga negara didalam peraturan perundang-undangan, ketika 
aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh Tata Usaha Negara.”
13
. Apabila 
dalam suatu tindak hukum administrasi terdapat suatu ikatan hukum diantara administrasi 
dan warga masyarakat. Yang mana, apabila warga masyarakat terikat untuk melakukan 
atau memenuhi sesuatu sedangkan warga masyarakat tersebut tidak menaati, maka 
administrasi dapat melakukan sanksi hukum administrasi negara terhadapnya tanpa 
perantara. Dalam hal ini administrasi (pemerintah) tidak memerlukan perantara hakim 
pengadilan untuk menjalankan sanksi hukum administrasi negara.  
Walaupun demikian, administrasi (pemerintah) didalam menjatuhkan sanksi harus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi diperlukan untuk 
menjamin  penegakan hukum administrasi, salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah 
                                                          
11
Esmi Warassaih, Op.Cit, h. 306 
12
Philipus. M. Hadjon, Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah, Dikutip 
Nirahua Salmon, hal.73 
13
Ibid, hal. 25 
laku warga masyarakat adalah sanksi. Oleh sebab itu, sanksi merupakan bagian yang 
sangat melekat dengan norma hukum. Penerapan sanksi administrasi ialah penerapan 
kewenangan pemerintah sebagai administrasi negara. 
Kesimpulan 
Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya ikan. Mengingat sangat kompleksnya permasalahan usaha perikanan maka 
jalan terbaik yang ditempuh adalah melalui pengaturan perikanan secara utuh lengkap dan 
terarah upaya bisa memberikan dampak yang positif terhadap kesinambungan izin usaha 
perikanan. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian disimpulkan bahwa Potensi 
sumber daya ikan di Indonesia cukup besar dan ini dapat dimanfaatkan oleh semua warga 
negara. Namun demikian, dalam memanfaatkannya harus senantiasa menjadi kelestarian 
dan untuk itu diatur dengan perizinan usaha perikanan. Perizinan dimaksudkan 
mengendalikan usaha dan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri, sehingga 
menciptakan iklim usaha yang kondusif sehat dan mantap. Penyelenggaraan fungsi 
pemerintah dibidang pembudidayaan perikanan yang selama ini masih terbatas pada 
pembinaan produksi saja, sedangkan fungsi perizinan, dsitribusi dan pemasaran, pelayanan, 
pengendalian serta pengawasan belum dilaksanakan secara optimal.  
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu 
diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi 
membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat 
dalam pelaksanaan Otonomi Daerah hal ini terlihat dari perizinan usaha perikanan. Karena 
pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka 
menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan 
pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan 
masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan 
fungsi serta kewajibannya dengan baik. 
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